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PERATURAN BUPATI BANTUL  

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR   33   TAHUN  2026 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 129 TAHUN 2021 
TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, 

STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANTUL, 

Menimbang :  a. bahwa Kalurahan merupakan kesatuan masyarakat hukum 
yang memiliki hak asal usul dan kewenangan lokal sebagai 

perwujudan nilai demokrasi Pancasila sekaligus unit 
pemerintahan terkecil dan terdepan dalam pelayanan dan 
pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat; 
b. bahwa Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf 

Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan 
Kalurahan sebagai ujung tombak pemerintahan Kalurahan 
perlu dijamin kesejahteraannya melalui pemberian 

penghasilan yang layak dan berkeadilan untuk 
meningkatkan profesionalisme, kinerja, dan integritas; 

c. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 
tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf 
Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan 

Permusyawaratan Kalurahan sudah tidak sesuai dengan 
perkembangan masyarakat dan penyelenggaraan 
pemerintahan sehingga  perlu dilakukan perubahan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, 
Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer 

Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;  
 

Mengingat  :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2024 Nomor 77); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian  
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 7153); 

4. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang 

Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 

308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 7059); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan 

Usaha Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6623); 

6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang 
Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, 

Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan 
Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 
Nomor 129); 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 129 TAHUN 2021 
TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, 

STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN 
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.  
 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 

tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer 

Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2021 Nomor 129) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 6 
(1) Besaran penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut :  
a. penghasilan tetap Lurah sebesar Rp4.368.000,00 (empat juta tiga 

ratus enam puluh delapan ribu rupiah); 

b. penghasilan tetap Carik sebesar Rp3.276.000,00 (tiga juta dua ratus 
tujuh puluh enam ribu rupiah); 

c. penghasilan tetap Kepala Seksi dan Kepala Urusan sebesar 
Rp3.057.000,00 (tiga juta lima puluh tujuh ribu rupiah);  

d. penghasilan tetap Dukuh sebesar Rp2.628.000,00 (dua juta enam 

ratus dua puluh delapan ribu rupiah); dan 
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e. Penghasilan Staf Kalurahan sebesar Rp2.510.000,00 (dua juta lima 
ratus sepuluh ribu rupiah). 

(2) Struktur Besaran Penghasilan tetap Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf 
Kalurahan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan yang mengatur 

tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf 
Honorer Kalurahan dan Bamuskal. 
 

2. Ketentuan Pasal 33 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 33 

(1) Penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan, Tunjangan 

Kedudukan Bamuskal dan belanja operasional Bamuskal 

dialokasikan dari bagian paling banyak 30% (tiga puluh persen) 

anggaran belanja APBKal dan bersumber dari ADD.  

(2) Dalam hal bagian paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari 

anggaran belanja APBKal tidak mencukupi untuk memenuhi standar 

minimal pemberian penghasilan tetap bagi Lurah, Pamong Kalurahan, 

tunjangan kedudukan dan operasional Bamuskal sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat dialokasikan melebihi ketentuan paling 

banyak 30% (tiga puluh persen) anggaran belanja APBKal.  

(3) Dalam hal sumber ADD pada bagian paling banyak 30% (tiga puluh 

persen) anggaran belanja APBKal tidak mencukupi untuk memenuhi 

standar minimal pemberian penghasilan tetap bagi Lurah, Pamong 

Kalurahan, tunjangan kedudukan dan operasional Bamuskal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil dari sumber 

penerimaan lain dengan ketentuan selain DD, BKK dan Silpa tahun 

anggaran sebelumnya.  

(4) Dihapus. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Bantul. 

 

 
Ditetapkan di Bantul 
Pada tanggal 12 Maret 2026 

BUPATI BANTUL, 

 

ttd 

 
ABDUL HALIM MUSLIH 

 
 

Diundangkan di Bantul 

pada tanggal  12 Maret 2026 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, 

 

 

ttd 
 

AGUS BUDIRAHARJA 

 
           BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026 NOMOR 33 


